Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-11)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Secara Pidana

A. Pendahuluan

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU
32/2009) disebutkan bahwa UU 32/2009 mendayagunakan berbagai
ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun
hukum pidana.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap
tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia
yangpada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan
hiduptertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan
oleh hukumpidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat
memaksa yangterdapat di dalamnya.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya
dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjekitif
dan unsur-unsur obyektif.

Pengertian dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat
padadiri si pelaku atauyang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasukke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang yang terkandung di
dalamhatinya.

Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya
dengankeadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku
itu harusdilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340
KUHP.



Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah

a. Sifat melanggar hukum atau wederechtelijkheid;

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang
pegawai negeri’ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415
atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Karateristik Penegakan hukum pindana dalam UU 32/2009
memperkenalkan
- ancaman hukuman pidana minimun disamping maksimum,
- perluasan alat bukti,
- pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,
- keterpaduan penegakan hukum pidana, dan
- pengaturan tindak pidana korporasi.

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang
menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum
remidium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi
urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup
melalui pemberlakuan sanksi administratif.

Tindakan administratif ialah penetapan izin oleh instansi atau
lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan
diberlakukan sanksi administratif.

Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata
berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran
secara materiil.

Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi
administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara
efektif.

Jadi dalam hal ini, penegakan hukum pidana lingkungan tetap
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan
penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan
penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak
pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran
bakumutu air limbah, emisi, dan gangguan.



B. Delik Materil dan Formil Pidana Lingkungan Hidup

Dibawah ini disarikan tulisan dari M Hariyanto, SH, M.Hum
tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dapat diunduh melalui
https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/01/tindak-pidana-
lingkungan-hidup.htmi

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik
tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang
Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).
Jika pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenal delik materil, maka di
UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik
materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih
banyak dibandingkan UULH 1997.

Perbedaan delik materiel dan delik formil adalah :

Delik Materil (Materiil Delict) adalah: Delik yang rumusannya
memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah
menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara
perbuatan dan akibat dari perbuatan).

Delik formil (Formeel Delict) adalah Delik yang rumusannya
memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa
memandang akibat dari perbuatan.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi
dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009:
122) delik materil dan delik formil dapat didefenisikan sebagai berikut:
1. Dellik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum

yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-
aturan hukum administrasi seperti izin.

2. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar
hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk
pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup
dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan
sengaja atau kelalaiannya melakukan:



1. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

2. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka
dan/atau bahaya kesehatan manusia.

3. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat
atau mati.

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009
yaitu setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan perbutan yang dilarang yang masuk kategori delik
formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidupter dapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111
dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku
mutu gangguan;

2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke

media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan atau izin lingkungan;

Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;

Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan

hidup tanpa izin;

6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,;

ok ow

7. Melakukan pembakaran lahan;

8. Melakukan wusaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan;

9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal;

10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;

11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan
izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin
lingkungan;



12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang
tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan
dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

13. Penanggung jawab wusaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan paksaan pemerintah;

14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus
bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

Delik Materil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

. Pasal 98 ayat (1) UU 32/2009

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

. Pasal 98 ayat (2) UU 32/2009

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

. Pasal 98 ayat (3) UU 32/2009

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

. Pasal 99 ayat (1) UU 32/2009

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan



pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

. Pasal 99 ayat (2) UU 32/2009

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

. Pasal 99 ayat (2) UU 32/2009

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

. Pasal 112 UU 32/2009

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

. Pasal 100 ayat (1) UU 32/2009

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu
emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1)
hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah
dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu
kali (Pasal 100 ayat (2) UU 32/2009

. Pasal 101 UU 32/2009

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk
rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

. Pasal 102 UU 32/2009

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

. Pasal 103 UU 32/2009

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

. Pasal 104 UU 32/2009

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke
media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

. Pasal 105 UU 32/2009

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

. Pasal 106 UU 32/2009

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

. Pasal 107 UU 32/2009

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut
peraturan perundang—undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun



dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

9. Pasal 108 UU 32/2009
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

10. Pasal 109 UU 32/2009
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

11.Pasal 110 UU 32/2009
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

12.Pasal 111 ayat (1) UU 32/2009
Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

13.Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan
izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

14.Pasal 113 UU 32/2009
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan
pengawasan dan penegakan hukum vyang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15.Pasal 114 UU 32/2009
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

16.Pasal 115 UU 32/2009
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas
lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas
bersifat komulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya
yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu
dintaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakn bagi pemberi perintah
atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga

Jika dilakukan Badan Usaha, maka pidana lingkungan hidup yang
diatur dalam Pasal 116 UU 32/2009 menyatakan bahwa:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau
atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin
kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang,
yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan
lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi
pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana
tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 UU 32/2009 menyatakan bahwa jika tuntutan pidana
diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana,
ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda
diperberat dengan sepertiga.



Pasal 118 UU 32/2009 menyatakan bahwa terhadap tindak pidana
tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama
badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang
diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku
pelaku fungsional.

Pasal 119 UU 32/2009 menyatakan bahwa selain pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan
usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib
berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3
(tiga) tahun.

Pasal 120 UU 32/2009 menyatakan bahwa
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa berkoordinasi dengan
instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah berwenang untuk
mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di
bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ada 2 hal penting dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana
yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang
berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal subjek perbuatan pidana secara umum hanya diakui
orang sebagai subjek hukum, namun seiring dengan perkembangan
zaman maka diakuilah korporasi sebagai subjek hukum.

Mekanisme untuk memidanakan korporasi yaitu :

1. Dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya,
atau disebut dengan asas strict liability.

2. Dikenakan pidana dimana diakui tindakan anggota tertentu dari
korporasi atau disebut dengan asas identifikasi. Contoh adalah
keputusan direktur juga sebagai keputusan korporasi. (Sumber :
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau
Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Oleh Ni Putu Risna
Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, | Made Walesa Putra)
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C. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup

Penyidikan diatur dalam Pasal 94 UU 32/2009 yang menyatakan

bahwa

(1)

(2)

3)

(4)

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang
berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

I. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat
rekaman audio visual,

j.  melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan,
dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat
dilakukannya tindak pidana; dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri

sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik

Indonesia.

Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan

penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan

kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan
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penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan
bantuan guna kelancaran penyidikan.

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai
negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95 UU 32/2009 menyatakan bahwa

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu
antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di
bawah koordinasi Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum
terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 UU 32/2009 menyatakan bahwa alat bukti yang sah
dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk;
keterangan terdakwa; dan/atau
alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan
perundangundangan.

~ooo0op

Tulisan disarikan dan diolah dari pendapat Sutomo Paguci dalam
kolom kompasiana dengan tetap disesuaikan untuk kepentingan
pembelajaran). Silahkan Saudara dapat di cek di website:

https://www.kompasiana.com/sutomo-
paguci/5d5a79f00d82300355017852/bukan-sekedar-dilaporkan-
penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-wajib-dilakukan-
terpadu?page=all

Penyidik tunggal masih kerap ditemui dalam praktik penegakan
hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Disebut penyidik tunggal
karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan
Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja.

Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XI1l/2014 maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu
antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan
dibawah koordinasi Menteri.
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https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5d5a79f00d82300355017852/bukan-sekedar-dilaporkan-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-wajib-dilakukan-terpadu?page=all
https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5d5a79f00d82300355017852/bukan-sekedar-dilaporkan-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-wajib-dilakukan-terpadu?page=all
https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5d5a79f00d82300355017852/bukan-sekedar-dilaporkan-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-wajib-dilakukan-terpadu?page=all
https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5d5a79f00d82300355017852/bukan-sekedar-dilaporkan-penegakan-hukum-pidana-lingkungan-hidup-wajib-dilakukan-terpadu?page=all
https://www.kompasiana.com/tag/hukum

Jadi, sejak tanggal putusan MK tersebut (21 Januari 2015), tidak
boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana
lingkungan hidup. Wajib terpadu.

Dalam Putusan MK dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah
tersebut di atas, antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95
Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya
pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi
Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang berbunyi: "Dalam rangka penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat
dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri
sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21
Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi:
"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari
pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan
hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan
kejaksaan di bawah koordinasi Menteri." (Kata "dapat" sudah
ditiadakan). Dengannya penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat
(1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan
penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya.
Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh
kejaksaan selaku penuntut umum.

Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa dalam praktek di
lapangan kadang kala terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi
ideal. Hal ini yang disebut dengan das sollen tidak sesuai dengan das
sein. Kondisi Ideal tidak sama dengan kondisi di lapangan.

Das sollen itu adalah peraturan hukum yang bersifat umum,

sedangkan das sein adalah suatu peristiwva konkret yang terjadi di
masyarakat.
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